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INTISARI

Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik
yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan dalam pemilu. Pada
pelaksanaan Pemilihan Walikota Yogtakarta mutlak dibutuhkan partisipasi politik
dari seluruh masyarakat termasuk juga dari para penyandang disabilitas.
Sebelumnya dalam pemilihan umum para penyandang disabilitas yang merupakan
kelompok minoritas kurang diperhatikan keberadaannya. Selain itu juga para
penyandang disabilitas pun kurang aktif dalam berpartisipasi di setiap kegiatan
pemilu yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta mulai dari proses tahapan
persiapan sampai tahapan pelaksanaan. Atas dasar itulah peneliti tertarik
menyusun skripsi dengan judul “PARTISIPASI POLITIK KAUM DIFABEL
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017”.
Rumusan masalah adalah Bagaimana Partisipasi Politik Kaum Difabel dalam
Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017? Tujuan penulisan skripsi ini adalah
untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan
WalikotaYogyakarta Tahun 2017.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian
kualitatif, yakni metode penelitian yang lebih menekankan teknik interpretasi data
untuk menemukan makna atau arti yang terkandung di balik situasi sosial. Metode
ini cocok dipakai bagi peneliti yang hendak mencari tahu makna atau arti yang
ada di balik situasi sosial yang terjadi. Dalam skripsi ini, penyusun hendak
meneliti partisipasi politik kaum difabel dalam pemilihan Walikota Yogyakarta
tahun 2017. Obyek Penelitian ini tentang Partisipasi Politik Kaum Difabel dalam
Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017. Subyek penelitian yaitu KPU Kota
Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, Lembaga
Sasana Advokasi Dan integrasi Kaum Difabel (SIGAB), Aktivis Perempuan
Difabel, dan tokoh difabel. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan
teknik purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara
kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyandang difabel telah
berpartisipasi dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Pertisipasi ini
dilihat dari acces, voice, dan control. Acces, Kaum difabel memiliki akses dalam
Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Hal ini terlihat ketika kaum difabel
terlibat dalam setiap sosialisasi tentang pemilihan Walikota Yogyakarta yang
dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta. Selain itu, kaum difabel memberikan hak
politik, yakni hak suara mereka dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun
2017. Voice, partisipasi kaum difabel dalam mengikuti proses tahapan pemilihan
Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih lemah bersifat pasif, hanya sebagian kecil
penyandang disabilitas yang mau berpartisipasi dalam memberikan voice pada
saat proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017.
Control, pemilih penyandang difabel dalam pengawasan dilakukan dengan
mengawasi secara langsung dan dilakukan secara tidak langsung. Control yang
diberikan pada tahapan pemilu masih rendah dan bersifat pasif. Hal ini
dikarenakan terdapat beberapa kendala, yakni akses informasi yang belum merata,
kesadaran politik masih rendah, dan terkait mobilitas. Oleh sebab itu, peneliti
menyarankan, penyelenggara pemilu hendaknya juga lebih terbuka dengan ide-ide
inovatif terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif untuk dapat
memastikan peningkatan partisipasi semua masyarakat dalam pemilu mendatang.
Penyandang difabel perlu lebih terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilu,
khususnya terlibat sebagai penyelenggara di berbagai tingkatan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana

perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila

dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai

integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.Pemilu juga merupakan elemen

penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi

sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang

akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah. Hal ini bertolak dari

pemahaman bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan

melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan- tujuan serta masa depan

rakyat dan untuk menentukan orang- orang yang akan memegang pimpinan.

Oleh sebab itu, keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam

pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari tanggung-jawab mereka

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena partisipasi politik

masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab

legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai partisipasi politik

masyarakat dalam pemilu, pada tanggal 15 Februari 2017 telah



2

diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang

dilakukan secara serentak yang didikuti oleh 101 daerah di Indonesia dari

tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan

pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Salah satu

dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada ialah Kota Yogyakarta yakni

pada pemilihan wali kota Yogyakarta. Pemilihan Wali Kota di Kota

Yogyakarta merupakan proses rekruitmen politik yang merupakan

penyeleksian masyarakat Kota Yogyakarta terhadap tokoh-tokoh yang akan

mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, dimana

seluruh masyarakat Kota Yogyakarta memiliki hak serta kebebasan yang sama

untuk memeberikan hak politiknya kepada calon-calon yang akan dipilihnya.

Dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 tentunya

diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih untuk memimpin

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pelaksanaan Wali Kota

Yogyakarta yang diselenggarakan belum lama ini, tentunya sangat mutlak

dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari

para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak yang sama dengan

masyarakat lainnya dalam memberikan hak politiknya.Difabel sebagai bagian

dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan

politik.Kaum Difabel juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang

juga memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, sebagaimana diatur
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dalam Undang- undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas.

Namun kenyataannya hak- hak kaum disabilitas dalam partisipasi

politik masih rendah.Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang bisa

membantu mereka dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu, Mulai dari

tahapan persiapan, masa kampanye, masa pencoblosan sampai pra-pemilu

yang mengakibatkan kurang tersalurkannya aspirasi kaum disabilitas sebagai

bagian dari warga negara Indonesia yang tentunya juga memiliki hak pilih

yang sama.Seperti yang diberitakan di dalam surat kabar online jogjnews.com

tanggal 28 Mei 2016 yang diakses pada tanggal 27 Maret 2017, hak politik

penyandang disabilitas masih terabaikan, masih terdapat diskriminatif untuk

kaum difabel. Selain itu, aspek teknis pelaksanaannya bahkan tidak sejalan

dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Boleh dikatakan

bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas baik bagi para

pelaksana, pengawas, maupun pesertanya jauh di bawah standar.

Implikasinya, hambatan-hambatan mengenai partisipasi politik penyandang

disabilitas seperti hambatan teknis, informasi, dan mental masih tak mampu

diruntuhkan walau aspek legalnya telah didukung lewat regulasi yang

dibuat.Meskipun KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk

memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak

suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik

penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masyarakat lainnya ataupun

petugas di TPS terkadang masih kurang ramah terhadap penyandang

disabilitas.Hal ini mengakibatkan pemenuhan hak politik para penyandang
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disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan

kendala dan permasalahan. Secara umum hak yang dimiliki oleh para

penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan

informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan

hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak

penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus

didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan

suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang

dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihanya.

Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum

(KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang

disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang

disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan

oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas

kelompok yang di data. Menurut Institute For Research And

Empowerment (IRE) Yogyakarta partisipasi penyandang disabilitas kota

Yogyakarta terendah dalam hal partisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta. (IRE, 2015) Berdasarkan

hasil riset yang diselenggarakan IRE bekerja sama dengan pihak KPU kota

Yogyakarta pada bulan Juli 2015 penyebab rendahnya partisipasi penyandang

difabel disebabkan kurangnya sosialisasi terkait dengan partisipasi difabel

dalam pemilu, persiapan KPU yang kurang berdampak pada pelaksanaan di

lapangan, belum ada metode sosialisasi yang dikhususkan bagi kelompok

difabel, akses dan ruang pada saat pemilu belum ramah terhadap penyandang
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difabel, Permasalahan data jumlah pemilih disabilitas juga belum terdata

dengan jelas.

Meskipun demikian bukan tidak mungkin penyandang disabilitas ikut

serta berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam pemilu sepanjang ada

keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Karena,

salah satu indikator keberadaban suatu bangsa adalah apabila derajat

aksesibilitas untuk para difabel semakin bagus. Artinya, kemudahan bagi

kaum difabel dalam mewujudkan kesamaan dalam segenap aspek kehidupan

dan penghidupan semakin membaik. Namun demikian,tak bisa dipungkiri

bahwa saat ini kaum difabel masih menghadapi sejumlah hambatan untuk

menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Padahal hak kaum difabel dalam

berpolitik sebenarnya telah dijamin oleh undang- undang dimana salah

satunya ialah setiap warga negara diberikan hak dan kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara dalam pemilu.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah seperti di atas

maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian

mengenai “Partisipasi Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Kepala

Daerah (PILKADA)- Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Politik Kaum Disabilitas

dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) -Wali Kota Yogyakarta Tahun

2017 ?
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